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Tindak pidana korupsi saat ini menjadi perhatian seluruh dunia. khususnya 
Indonesia yang bertalian dengan perkembangan praktik kekuasaan negara yang lekat 
dan mendaur-ulang dirinya di dalam sistem yang korup. Terdakwa tindak pidana 
korupsi divonis masih kurang maksimal. Hal ini sangat disayangkan mengingat 
korupsi adalah kejahatan yang berat dan harus diperangi disemua lini. 
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak 
pidana korupsi pada putusan nomor 39/ Pid. Sus-TPK/ 2018/ PN Smg di Pengadilan 
Negeri Kota Semarang. (2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupi pada putusan nomor 39/Pid.Sus-
TPK/2018/PN Smg di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Penelitian ini 
menggunakanmetode penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian 
hukum doktrinal. 
Hasil penelitian ini menunjukan (1) Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai 
Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa EDY MARYANTO, SE bin 
SUKARDI selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) LOH JINAWI 
telah menyalahgunakan kewanangannya dengan maksud menguntungkan diri sendiri 
yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 149.913.450. (2) Majelis Hakim 
dalam pertimbangannya telah menilai Terdakwa telah  terbukti menyakinkan 
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana melihat alat buktinya. Serta melihat 
keadaan Terdakwa terkait hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan 
Terdakwa. Sehingga Majelis hakim  memberikan putusan kepada terdakwa pidana 
terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) 
tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak yang membutuhkan 
di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 







     ABSTRACT 
 
Mohamad Feri Khuseri. ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS OF 
CORRUPTION FOLLOWS BASED ON THE DECISION OF THE COURT OF 
SEMARANG NUMBER 39/ Pid.Sus-TPK/ 2018/ PN Smg. Skripsi. Tegal: Study 
Program Faculty of Law Pancasakti University, Tegal, 2019. 
Corruption is now a concern of the world. Especially Indonesia which is related 
to the development of close state power practices and recycling itself in a corrupt 
system. Defendants of corruption convicted are still not optimal. It is unfortunate 
considering that corruption is a serious crime and must be fought on all fronts. 
The purpose of this study: (1)To find out the process of imposing corruption 
number 39/ Pid. Sus-TPK/ 2018/ PN Smg in District Court Semarang City. (2) To 
find out the judge's considerations in dropping criminal offenses against criminal acts 
of corruption number 39/ Pid. Sus-TPK/ 2018/ PN Smg in District Court  Semarang 
City. This study uses normative legal research methods or also known as doctrinal 
law research. 
The results of this study indicate (1) The defendant's actions are appropriate Article 
3 Jo. Article 18 Section (1) alphabets a and b Jo. Article 18 Section (2) and (3) Legal 
of  Corruption number 31 1999 TH Eradication as amended by Legal of Corruption 
number 20 2001TH About Changes Above Legal of  Corruption number 31 1999 
TH. Defendant EDY MARYANTO, SE bin SUKARDIas chairman Gabungan 
Kelompok Tani (GAPOKTAN) LOH JINAWI have misused their authority with the 
aim of personal interests that could endanger the country's finances of  Rp 
149.913.450. (2) The Judges in their verdict had assessed that the Defendant had been 
convicted of committing a criminal act of corruption when he saw the evidence.As 
well as seeing the situation of the defendant related to matters that alleviate and 
aggravate the Defendant. So the Panel of Judges gave a decision to the criminal 
defendant against the Defendant with imprisonment for 2 (two) years, and a fine Rp. 
50.000.000,00. 
Bsaed in the result of this study are expected to be material information and 
enter for college students, academics, practitioner and all parties in need in at the 
Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
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A. Latar Belakang 
Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini diatur pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 1 Ayat (3). Negara 
Indonesia menurut C.S.T Kancil berdasarkan negara atas hukum bercirikan 
dengan adanya perintah atau larangan dan perintah atau larangan itu harus 
dipatuhi dan ditaati setiap orang.1 Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran 
yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak 
boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan 
bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber, baik dari masyarakat sendiri 
maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam 
masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat 
(sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar 
akan memeberikan kenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhan sanksi 
yang sifatnya eksternal.2 
Terdapat dua teori  tentang tujuan hukum meskipun ada banyak teori-
teori yang menjelaskan tujuan hukum tetapi teori ini sering digunakan sebagai 
litaratur hukum untuk memahami tujuan hukum yaitu Teori Etis oleh Aristoteles 
dimana hukum dibuat untuk mencapai keadilan semata dan Teori Utilities oleh 
                                                          
1C. S. T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2011, hlm. 34. 






Jeremy Bentham dimana hukum dibuat untuk mencapai kemanfaatan. Sehingga 
diperoleh sudut pandang, bahwa tujuan hukum seterusnya dapat dilihat dari tiga 




Adapun yang dimaksud dengan tujuan kepastian adalah hukum telah 
ada dan mengatur semuanya, kemudian tujuan keadilan yaitu hukum 
memberikan apa yang menjadi hak bagi setiap orang, sedangkan tujuan 
kemanfaatannyauntuk memberi kebahagiaan atau manfaat bagi seluruh 
masyarakat.4 Tujuan hukum dapat ditemui pada setiap hal termasuk pula pada 
sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan adanya Sistem peradilan pidana di 
Indonesia berguna tercapainya tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi 
korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga 
masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana 
serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 
mengulanginya lagi.5 
Sistem peradilan pidana mempunyai banyak bagian (segmen). 
Berfungsinya sistem sangat tergantung dengan berfungsinya bagian-bagian 
dalam menjalankan hukum. Bagian-bagian tersebut mencakup, Kepolisian, 
                                                          
3Ibid., hlm. 87. 
4Ibid., hlm. 90. 







Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan dan hukum itu 
sendiri. Dengan kata lain sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara 
sistematis apabila setiap bagian memperhitungkan bagian lainnya sehingga 
semua berjalan fungsional. Apabila antar bagian tidak berjalan fungsional sistem 
peradilan pidana akan menjadi rentan terhadap fragmentasi dan ketidak 
efektivan. Sistem peradilan pidana secara sempit sering diartikan sebagai sistem 
pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai 
suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/ sengketa. Hal ini dapat 
dimaklumi, apabila peradilan pidana hanya dilihat sebagai tumpuan penjatuhan 
pidana.6 
Pada pembagian hukum pidana terdapat 2 (dua) yaitu meliputi hukum 
pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil adalah 
keseluruhan hukum yang berisi asas-asas, perbuatan yang dilarang dan 
perbuatan yang diperintahkan beserta sanksi pidana terhadap yang melanggar 
atau tidak mematuhinya. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum untuk 
melaksanakan hukum pidana materiil yang berisi asas-asas dan proses beracara 
dalam sistem peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan sampai eksekusi 
putusan pengadilan. Hukum pidana materiil tidak hanya terdapat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga dalam perundang-
undangan lainnya. Demikian pula dengan hukum acara pidana, tidak hanya 
                                                          






terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun 
terdapat pula dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.7 
Pembagian hukum pidana yang lain adalah hukum pidana umum dan 
hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang 
ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-
bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Dapat pula dikatakan bahwa 
hukum pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi. Jika dihubungkan 
dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, maka materiil hukum 
pidana umum dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dan formil hukum pidana umum dikodifikasikan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).8Sedangkan yang disebut sebagai 
pidana khusus yaitu ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil 
berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum. Dapat juga dikatakan bahwa 
hukum pidana khusus adalah hukum pidana diluar kodifikasi. Contohnya adalah 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya. Salah 
satunya tindak pidana korupsi.  
Tindak pidana korupsi saat ini menjadi perhatian seluruh dunia. 
khususnya Indonesia yang bertalian dengan perkembangan praktik kekuasaan 
                                                          
7Eddy O. S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 
2016, hlm. 19. 






negara yang lekat dan mendaur-ulang dirinya di dalam sistem yang korup. 
Tahapan korupsi yang telah berkembang dalam tubuh negara bisa ditunjukkan 
mulai dari terbentuknya negara pasca kolonial (post-colonial state), periode 
demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga setelah 
berakhirnya rezim Soeharto. Sejak tahun 2005 hingga saat ini, Indonesia 
Corruption Watch (ICW) rutin melakukan pemantauan dan pengumpulan data 
vonis tindak pidana korupsi, mulai tingkat Pengadilan Tipikor (sebelumnya juga 
Peradilan Umum), Pengadilan Tinggi, Pengadilan Militer, hingga Mahkamah 
Agung, baik kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Pada tahun 2018, 
Indonesia Corruption Watch (ICW) berhasil melakukan pemantauan terhadap 
1053 perkara korupsi dengan 1162 terdakwa, dengan total pidana denda sebesar 
Rp119.884.000.000, dengan total pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 
838.547.394.511,34, US$ 5.512.431, dan RM27.400. Dari pengolahan seluruh 
putusan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung 
yang kami pantau tersebut, didapatkan rata-rata keseluruhan putusan untuk 
terdakwa perkara korupsi pada 2018 adalah selama 2 tahun 5 bulan. 
Tabel 1. Rata-Rata Vonis Pidana Penjara Kasus korupsi di Berbagai Tingkat 
Tahun 2018. 
No Nama Pengadilan Rata-Rata Pidana Penjara 
1 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) 2 tahun 3 bulan 
2 Pengadilan Tinggi 2 tahun 8 bulan 
3 Mahkamah Agung 5 tahun 9 bulan 







Dari 1053 perkara korupsi dengan 1162 terdakwa yang terpantau pada 
2018, Pengadilan Negeri mengadili 926 terdakwa (79,69%), Pengadilan Tinggi 
mengadili 208 terdakwa (17,90%) dan Mahkamah Agung mengadili 28 
terdakwa (2,41%). Adapun jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan 
dari perkara-perkara korupsi tersebut adalah sebesar, Rp9.290.790.689.756,73, 
dengan jumlah suap sebesar Rp776.895.013.114; US$ 8.211.480, RM 27.400 
dan SGD218.000, serta pungli sebesar Rp110.842.000.Secara umum, tren 
putusan pada masing-masing tingkat pengadilan sejak 2016 memang mengalami 
peningkatan, meskipun tidak secara signifikan. Rata-rata putusan pada 2016 dan 
2017 bahkan tidak berbeda, perbedaan terletak pada rata-rata putusan pada 
masing-masing tingkat pengadilan, dan kecenderungan masing-masing 
pengadilan juga masih sama, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi masih 
cenderung memutus pada kategori ringan, dan putusan Mahkamah Agung 
berada pada kategori sedang. Pada 2017 dan 2018 bahkan ada peningkatan 
cukup signifikan untuk rata-rata putusan di tingkat MA, yaitu 4 tahun 1 bulan 
pada 2016, meningkat hampir sebanyak 1 (satu) tahun menjadi 5 tahun, dan pada 
2018 meningkat lagi sebanyak 9 (sembilan) bulan menjadi 5 tahun 9 bulan. 
Tabel 2. Rata-Rata Vonis Pidana Penjara Kasus Korupsi di Berbagai Tingkat  
Tahun 2016 Sampai 2018. 
Tahun Rata-Rata Vonis Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung 
2016 2 Tahun 2 Bulan 1 tahun 11 bulan 2 tahun 6 bulan 4 tahun 1 bulan 






2018 2 Tahun 5 Bulan 2 tahun 3 bulan 2 tahun 8 bulan 5 tahun 9 bulan 
 
Dari tabel di atas, dapat dilihat  bahwa pengadilan negeri dan 
pengadilan tinggi masih rendah dalam memvonis pelaku tindak pidana korupsi. 
Hal ini sangat disayangkan, mengingat tindak pidana korupsi adalah kejahatan 
berat yang harus diperangi dari segala lini, termasuk melalui vonis penjara di 
pengadilan terhadap terdakwa korupsi. Berdasarkan uraian tersebut mendorong 
penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS 
PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 39/Pid.Sus-
TPK/2018/PN Smg”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana analisis terhadap pemidanaan pada putusan nomor 39/Pis.Sus-
TPK/2018/PN Smg ? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan 
nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi pada putusan 






2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
tindak pidana korupi pada putusan nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg di 
Pengadilan Negeri Kota Semarang. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Hasil Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan 
pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana di Indonesia 
terkhusus tindak pidana korupsi dan yang berkaitan dengan pertimbangan 
hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut dan bagaimana kedudukannya 
dalam sistem pemidanaan di Indonesia. 
2. Kegunaan Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan 
pembaca untuk menulis judul skripsi ataupun memberikan pengetahuan baru 
tentang hukum pidana tentang tindak pidana korupsi dan juga dapat berguna 
bagi pemerintah serta aparat hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, polisi, 
Jaksa, dan Advokat. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum adalahsuatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-






yang dihadapi.9 Dalam Menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan 
metodepenelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum 
doktrinal yang artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan kepustakaan (data sekunder).10 Aspek yang dikaji dalam penelitian hukum 
doktrinal adalah teori, sejarah, filososfi, perbandingan, struktur dan komposisi, 
lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, 
formalitas dan kekuatan mengikat suatu peraturan perundang-undangan, serta 
bahasa hukum yang digunakan. 
1. Pendekatan Penelitian 
Peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus 
dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan 
dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi 
di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam 
pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoningyaitu pertimbangan 
pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik 
maupun untuk kajian akademis, ratio decidendiatau reasoningtersebut 
merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu 
hukum.11 
2. Jenis dan Sumber Data 
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Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu : 
1) Bahan hukum primer 
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas 
(autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas : 
a. Peraturan perundang-undangan. 
b. Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan 
perundang-undangan. 
c. Putusan hakim.12 
Bahan hukum yang digunakan peneliti ini diperoleh dari salah satu putusan 
hakim mengenai perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri 
Semarang dengan Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg. 
2) Bahan-bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 
merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas : 
1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu beberapa permasalahan 
hukum. 
2) Kamus-kamus hukum. 
3) Jurnal-jurnal hukum. 
4) Komentar atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan 
hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat 
kabar dan sebagainya.13 
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3) Bahan hukum tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih 
dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan 
bidang hukum. Contohnya : abstrak perundang-undangan dan bibliografi 
hukum.14 
3. Metode Pengumpulan Data 
Di dalam prosedur pengumpulana data, maka penulis menggunakan metode 
studi pustaka, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara 
mempelajari, meneliti dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempunyai hubungan 
dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
4. Metode Analisis Data 
Metode pendekatan analisis normative kualitative yaitu data yang diperoleh 
akan dianalis dan dijabarkan dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil 
penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang 
berkaitan dengan materi yang diteliti untuk menjawab permasalahan. 
Penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis terhadap putusan 
prngadilan yang kemudian sandarkan dengan peraturan hukum yang terkait 
dengan putusan tersebut,Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 
                                                          






8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). Analisis tersebut nantinya akan memberikan argumentasi yuridis 
terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang memutus perkara 
tersebut. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Sistematiak penulisan proposal tersebut terdiri dari 2 bagian sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan : Bab I merupakan pengembangan dan proposal yang 
menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 
2. Bab II Tinjauan Pusataka : Bab II menguraikan tinjauan umum tentang 
pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana 
korupsi dan unsur-unsur tindak pidana korupsi, pidana dan pemidanaan. 
3. Bab III Pembahasan : Bab III menguraikan hasil umusan maslah mengenai 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan analisis terhadap 
pemidanaan dalam putusan nomor 39/Pis.Sus-TPK/2018/PN Smg. 














A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah 
strafbaar feit dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada 
terjemahan resmi strafbaar feit. Terjemahan atas istilah strafbaar feit ke 
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya 
tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 
perbuatan pidana dan sebagainya.15 
Menurut Erdianto Effendi S.H.M.Hum tindak pidana adalah suatu 
perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana 
perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-
undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk 
membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah 
apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.16Sedangakan 
menurut Prof. Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana  adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidan tertentu, bagi barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahawa perbuatan pidana 
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adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, 
asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan 
(yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan olehkelakuan orang), 
sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan 
kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh 
karena antara kejadian dan dan orang menimbulkan kejadian itu ada 
hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. 
Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang 
orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang 
ditimbulkan olehnya.17 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
a. Unsur subjektif 
1) Kesengajaan atu kelalaian (dolus atau culpa). 
2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam 
Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan 
pencurian,penipuan,pemerasan,pemalsuan dan lain-lain. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan 
menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana 
menurut Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
                                                          






b. Unsur Objektif 
1) Sifat melanggar hukum. 
2) Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai 
negeri” Didalam kejahtan jabatan menurut pasal 415 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) atau “keadaan sebagai pengurus atau 
komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut 
Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kausalitas, 
yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan 
sesuatu kenyataan sebagai akibat.18 
3. Tindak Pidana Khusus 
Tindak pidana khusus adalah tindak pidana Yang diatur di luar Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dan memiliki ketentuan-ketentuan khusus 
acara pidana. Menurut Eddy O.S. Hiariej mengatakan tindak pidana khusus 
atau delicta propriamerupakan tindak pidana yang  hanya bisa dilakukan oleh 
orang-orang dengan kualifikasi tertentu.19Tindak pidana khusus maksudnya 
ditinjau dari peraturan yang menurut undang-undang bersifat khusus baik 
jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya 
sebagian diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut dan secara 
umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). 
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Tindak pidana khusus terdapat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht, Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1946 jo Staatsblad 1915 No. 732, telah dirumuskan sejumlah 
tindak pidana yang ditempatkan dalam Buku II tentang Kejahatan 
(Misdrijven) dan Buku III tentang Pelanggaran (Overtredingen). Di luar 
KUHPidana ini masih ada sejumlah undang-undang yang mengatur 
tentang tindak pidana seperti20:  
a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Ruang Lingkup Korupsi 
1. Pengertian Korupsi  
Secara umumkorupsi merupakan suatu perbuatan yang busuk, jahat 
dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan 
kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan 
keadaan yang busuk, jabatan dalam instasi atau aparatur pemerintah, 
penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi 
dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di 
                                                          






bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik 
kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang luas, 
a. Korupsi : penyelewengan atau penggelapan ( uang negara atau perusahaan 
dan sebagainya ) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. 
b. Korupsi : busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang 
dipercayakan kepadanya, dapat disogok ( melalui kekuasaanya atau 
kepentingan pribadi ).21 
Menurut perspektif hukum, defini korupsi secara gamblang telah 
dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, 
korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. 
Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang 
bisa yang dikenakan pidana penjara karena korupsi.22 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi. 
Evi Hartanti SH. menilai unsur-unsur tindak pidan korupsi sebagaimana 
dimaksud Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
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Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi adalah 
a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi. 
b. Perbuatan melawan hukum. 
c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian. 
Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas saran yang ada padanya 
karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain.23 
Sedangakan menurut Sudarto unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu 
sebagai berikut : 
a. Melakukan pebuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. 
“Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil 
memindah bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si 
pembuat bertambah kaya. 
b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. 
“Melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini 
perlu dibuktikan karena tercatum secara tegas dalam rumusan delik. 
                                                          






c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan 
negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat 
bahwa merugikan keuangan negara atau perokonomian negara.24 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana 
1. Pengertian dan jenis-jenis pidana  
Pidana adalah derita nesatapa atau siksaan.Pidana pada hakikatnya 
merupakan  suatu pengenaan nestapa atau penderitaaan atau akibat lain yang 
tidak menyenangkan, diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempinyai kekuasaaan (oleh yang berwenang) dan diberikan kepada orang 
yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.25 Pidana hanya 
dapat dijumpai pada hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam 
bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Jika terjadi 
perbuatan melanggar hukum tata negara dan hukum admnistrasi negara, maka 
sanksinya adalah pemecatan dari jabatan, sedangkan dalam lapangan hukum 
perdata biasanya adalah ganti kerugian. Dalam lapangan hukum pidana sanksi 
yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, 
bahkan pidana jiwa.26 Berikut jenis-jenis pidana bedasarkan Pasal 10 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu : 
a. Pidana pokok 
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Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, 
pidana denda dan pidana tutupan. Urut-urutan pidana pokok tersebut 
berdasarkan tingkatan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. 
Prinsip umum dalam penjatuhan pidana pokok berdasarkan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih 
dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya bersifat alternatif antara 
pidana penjara dan pidana denda.27 Berikut ini adalah penjelasan masing-
masing pidana pokok : 
1) Pidana mati 
Pidana mati adalah pidana terberat dari semua pidana, yang hanya 
diancamkan kepada kejahtan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana 
yang paling tua, setua umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan 
kontra terhadap penggunanaanya.28 Ancaman pidana mati hanya 
ditujukan kepada kejahatan-kejahtan luar biasa seperti korupsi, 
terorisme, narkotika dan pelanggaran berat hak asasi manusia atau 
terhadap kejahtan biasa yang dilakukan secara terencana dan sadis 
diluar batas-batas kemanusiaan.29 
2) Pidana penjara 
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Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan 
kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan 
pengadilan. Executio est executio juris secundum judicium : penjatuhan 
pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan. Pidana 
penjara dimaksudkan untuk menggantikan pidana mati yang dilakukan 
dengan cara-cara yang kejam seperti dirajam dengan batu, dibakar, 
dicekik dan dipenggal kepalanya. Quae sunt minoris culpae sunt 
majoris infamiae : kejahatan yang kejam akan dihukum dengan 
hukuman yang kejam. Kendatipun demikian, hukuman harus ada 
batasnya : poenae sunt restringendae.30 Berdasarkan Pasal 12 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bila dilihat dari lamanya 
waktu, pidana penjara dibagi menjadi dua yaitu pidana penjara seumur 
hidup dan pidana penjara untuk sementara waktu.  
3) Pidana kurungan 
Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang 
dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendatipun demikian ada juga 
beberapa kejahtan yang diancam dengan pidana kurungan, jika 
dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan 
terhadap kejahatan-kejahtan tersebut dialternatifkan dengan pidana 
penjara. Berdasarkan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
                                                          






(KUHP), pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu 
tahun.31 
4) Pidana denda 
Salah satu pidana adanya pidana denda karena keberatan terhadap 
pidana badan dalam jangka waktu singkat. Beberapa keuntungan 
pidana denda adalah pertama, pdana denda tidak menyebabkan 
stigmasi. Kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda dapat tetap 
tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. Ketiga, pidana 
denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaannya. Keempat, 
pidana denda mudah dapat dieksekusi. Kelima, negara tidak menderita 
kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun demikian terdapat 
sisi lemah dari pidana denda yang hanya menguntungkan bagi orang-
orang yang memiliki kemampuan finansial lebih. Jika pidana denda 
tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. 
5) Pidana tutupan 
Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan 
hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan kejahatan tersebut 
patut dihormati. Dapatlah dikatakan bahwa pidana tutupan 
diperuntukkan bagi pelaku kejahtan politik.Terpidana yang menjalani 
pidana tutupan, wajib mejalankanpekerjaan. Demikian pula semua 
                                                          






peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana 
tutupan.32 
b. Pidana tambahan 
Pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Namun tidak 
sebaliknya, pidana pokok boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Lebih 
lanjut, hakim boleh menjatuhkan hanya satu pidana pokok dengan lebih 
dari satu pidana tambahan. 33 Berikut ini pidana tambahan yaitu : 
1) Pencabutan hak-hak tertentu 
Hak-hak terpidana dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah 
pertama, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. 
Kedua, hak memasuki angkatan bersenjata. Ketiga, hak memilih dan 
dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-
undangan. Keempat, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu 
atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. Kelima, 
hak menjalankan kekuasan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri. Keenam, hak menjalankan mata 
pencarian tertentu.34 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
Dalam konteks teori secara umum perampasan terhadap barang-barang 
tertentu adalah pertama, perampasan dalam pengertian penyitaan 
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terhadap barang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau 
instrumentum sceleris. Kedua, perampasan dalam pengertian penyitaan 
terhdapa objek yang behubungan dengan perbuatan pidana atau 
objectum sceleris. Sedangkan yang ketiga, perampasan dalam 
pengertian penyitaan terhadap hasil perbatan pidana atau fructum 
sceleris. Baik instrumentum sceleris, objectum sceleris, maupun 
fructum sceleris di Indonesia, Amerika dan Inggris hanya ditujukan 
untuk kepentingan negara semata-mata dan belum ditujukan untuk 
kepentingan korban perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam 
hukum pidana di Belgia dan Belanda. Penyitaan dan perampasan 
terhadap fructum sceleris di Belgia dan Belanda ditujukan untuk 
kompesansi kepada korban perbuatan pidana.35 
3) Pengumuman putusan hakim 
Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan 
penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama 
baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim disatu sisi 
merupakan pidana tambahan, namun disisi lain menunjukkan karakter 
sebagai suatu tindakan atau maatregel yang bertujuan melindungi 
kepentingan masyarakat.36 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan  
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1. Pengertian pemidanaan 
Dalam hal ini, Sudarto mengatakan bahwa perkataan pemidanaan sinonim 
dengan istilah “Penghukuman“ penghukuman sendiri berasal dari kata “ 
hukum“, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau 
memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan hukum ini 
sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga 
bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, 
yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerapkali sinonim dengan 
pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Berdasarkan 
pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai 
penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana 
dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk 
undang-undang yang menetapkaan stesel sanksi hukum pidana. Arti konkret, 
yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stesel 
sanksi hukum pidana tersebut.37 
 
2. Teori-teori pemidanaan  
Menurut Erdianto Efendi pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga 
golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, 
golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori teori 
gabungan. 
a. Teori pembalasan 
                                                          






Toeri pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah 
melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant 
yang mengatakan “Fiat justita ruat coelum” ( walaupun besok dunia 
akankiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant 
mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain 
adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan 
kemerdakaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada 
hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. 
Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena 
itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.38Teori absolut atau teori 
pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu: 
1) Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan 
kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal 
ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang 
merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan 
kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan. 
2) Toeri pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. 
Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus 
mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar 
disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan 
sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan. 39 
                                                          
38Erdianto Effendi,op.cit. hlm.142. 
39A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 






b. Teori tujuan 
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu 
untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. 
Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. 
Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang 
mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak 
akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si 
penjahat.40 
c. Teori gabungan  
Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada 
perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yanng disebut sebagai 
teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dasar pemikiran 
teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu 
tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus 







                                                          
40Erdianto Effendi,op.cit. hlm.142. 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Terhadap Pemidanaan Pada Putusan Nomor 39/Pid.Sus 
Tpk/2018/ Pn Smg. 
Hasil penelitian penulis berdasarkan pada putusan pengadilan negeri 
Semarang nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg kasus tindak pidana korupsi 
dengan atas nama saudara Edy Maryanto S.E. bin Sukardi yang lahir pada Pati, 
31 Mei 1973 berjenis kelamin laki-laki yang beralamat Desa Sambirejo Rt. 02/ 
Rw. 02 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati. Pada kasus tersebut saudara 
Edy Maryanto S.E. bin Sukardi dikenakan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a 
dan b Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
Menurut David M. Charles, menguraikan arti istilah korupsi dalam 
berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang 
berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut 
bidang kepentingan umum.42 Perbuatan yang dilakukan Edy Maryanto S.E. bin 
Sukardi selaku ketua Gapoktan Lohjinawi yang berada di Desa Sambirejo, 
Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati antara lain : 
                                                          






1. Melakukan pengelolaan dana bantuan dilakukan sendiri tanpa melibatkan 
anggota yang lain. 
2. Terdakwa selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani LOH JINAWI telah 
menyalahgunakan kewenangannya atau Kedudukannya dengan cara 
menyerahkan 22 ekor sapi tersebut secara “nggaduh”/ dititipkan ke peternak 
yang bukan sebagai anggota Gabungan Kelompok Tani LOH JINAWI dan 
dipelihara diluar kandang komunal yang telah dibuat. 
3. Menjual sapi atas kehendak sendiri tanpa melibatkan anggota lain. 
4. Perbuatannya bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan 
Sosial yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana 
PertanianKementerian Pertanian RI Tahun 2011. 
5. Perbuatan terdakwa menggunakan bunga dari rekening Gapoktan Lohjinawi 
yang dipergunakan untuk menerima dana kegiatan Program Prasana dan 
Sarana Pertanian Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik Mendukung 
Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2011 dari Ditjen Prasarana dan Sarana 
Pertanian Kementrian Pertanian tersebut bertentangan dengan Undang-
Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
Sebagaimana hasil penghitungan  kerugian Negara  hasil data yang dilakukan 
oleh BPKP Perwakilan JawaTengah. Nomor : SR-210/PW11/5.1/2017, 
tertanggal 26 April 2017, dengan perincian sebagai berikut : 
Tabel 3. Hasil Audit yang Dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan  






No Uraian Jumlah (Rp) 
1. Realisasi Pencairan Dana Bantuan Sosial UPPO, terdiri dari :  




 2) Pendapatan bunga 
1.000.000 
 
 Sub Jumlah 1 . . . . . .  
341.000.000 
2. Penggunaan Dana Bansos UPPO :   
 1) Pembelian Mesin APPO 1 unit 
20.000.000 
 




 3) Pembuatan kandang sapi & rumah 
kompos 
112.486.550  
 4) Pembelian sapi sebanyak 22 ekor 115.750.000  
 Sub Jumlah 2   
266.386.550 
 Sub Jumlah (1–2)   74.613.450 
3. Hasil Penjualan Sapi :   
 1) Hasil penjualan sapi sebanyak 18 
ekor 
95.000.000  
 2) Pembelian sapi lagi sebanyak 2 ekor 19.700.000  
 Sub Jumlah 3  73.500.000 







Adapun kronologi peristiwa terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan 
saudara Edy Maryanto S.E bin Sukardi yaitu : 
Terdakwa EDY MARYANTOS.E. bin SUKARDI pada tanggal 23 
Desember 2010, selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) LOH 
JINAWI yang berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten 
Pati mengajukan proposal bantuan pengolahan pupuk organik kepada Kepala 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati, dengan tujuan 
untuk memperoleh bantuan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik 
(UPPO) dari Kementrian Pertanian. Atas proposal yang diajukan terdakwa 
tersebut, kemudian EriyantoS.P.,M.M.,selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Program  Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Unit Pengolah Pupuk 
Organik (UPPO) Mendukung Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian 
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati bersama tim Teknis yang terdiri 
dari Edy Santoso,S.P.,M.M.,Yuwono,S.P. dan Suyudono,S.P. melakukan seleksi 
terhadap kelompok calon penerima bantuan akan tetapi hasil pemeriksaan/ 
verifikasi tersebut tidak dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.  
Kemudian dari hasil verifikasi tersebut, akhirnya diputuskan ada dua 
kelompok tani yang akan mendapat bantuan dalam program Kegiatan Unit 
Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tersebut, yaitu : Kelompok Tani “Lestari I” 







dituangkan dalam Surat Ketetapan Nomor : 520/581 A  tanggal 18 Mei 2011 
tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program 
Prasarana dan Sarana Pertanian Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) 
Mendukung Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Peternakan KabupatenPati. Setelah mendapat Surat Keputusan tentang 
Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Prasana dan 
Sarana Pertanian Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) tersebut, 
Terdakwa Edy Maryanto S.E. selaku Ketua GAPOKTAN LOH JINAWI 
membuka rekening tabungan atas nama GAPOKTAN LOH JINAWI dengan 
nomor rekening : 0222759421 di Bank BNI Cabang Pati, dan terdakwa juga 
menyerahkan surat jaminan penggunaan lahan(domisili) untuk kegiatan UPPO 
2011 dari SUJONO selaku pemilik tanah yang pada pokoknya berisi bahwa 
bersedia menyerahkan tanahnya untuk dipergunakan sebagai lahan kegiatan 
UPPO selama 10 tahun tanpa meminta ganti kerugian.  
Setelah membuka rekening tabungan lalu GAPOKTAN membuat 
Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yang disusun secara bersama-
sama melalui Musyawarah  Anggota  Kelompok  dengan  bimbingan  dari  
Koordinator Lapangan atau tim teknis dalam hal ini petugas   yang   ditunjuk   
adalah   Edy Santoso,S.P.,M.M., Yuwono,S.P. dan Suyudono,S.P. Bahwa dalam 
penyusunan RUKK tersebut, saksi Yuwono,S.P. selaku anggota tim teknis 
diperintahkan oleh saksi Eriyanto,S.P., M.M.selaku Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) kegiatan dan saksi Edy Santoso tersebut untuk membuat gambar / desain 






sebenarnya saksi Yuwono,S.P. tidak mempunyai kemampuan/ keahlian khusus 
untuk menggambar rumah kompos, kandang ternak komunal dan fermentasi 
pakan tersebut.  
Dan akhirnya dalam  RUKK yang disusun oleh GAPOKTAN LOH 
JINAWI tersebut rencananya akan dipergunakan untuk membeli mesin alat 
pengolah Pupuk Organik senilai Rp 20.000.000, untuk membeli kendaraan roda 
tiga seharga Rp 18.150.000, untuk pembuatan kandang sapi, rumah kompos dan 
Bak fermentasi senilai Rp 84.500.000, dan untuk pengadaan ternak sapi 
sebanyak 35 ekor dengan harga Rp 217.350.000, sehingga jumlah seluruhnya 
adalah Rp 340.000.000. 
Tabel 4. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) GabunganKelompok Tani  
               (Gapoktan) Loh Jinawi. 
Pengadaan Mesin Alat Pengolah Pupuk Organik Rp. 20.000.000,00 
Pengadaan kendaraan bermotor roda tiga Rp. 18.150.000,00 
Pembuatan kandang sapi dan rumah kompos Rp. 84.500.000,00 
Pengadaan sapi sebanyak 35 ekor Rp. 217.350.000,00 
Jumlah Rp. 340.000.000,00 
 
Dan kemudian setelah RUKK tersusun dan disetujui oleh PPK maka 
dibuatkan dan ditandatangani surat perjanjian antara PPK Program Prasana dan  
Sarana Pertanian Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik mendukung Pertanian 
Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 
Kabupaten Pati yaitu Saksi Eriyanto,S.P.,M.M.dengan Terdakwa selaku Ketua 






yang berisi antara lain waktu pelaksanaan kegiatan dari tanggal 26 Mei 2011 
sampai dengan 26 Agustus 2011 dengan bentuk kegiatan sebagaimana dalam 
RUKKtersebut. Setelah terdakwa menandatangani surat perjanjian tersebut, 
kemudianpada tanggal 01 Juli 2011 Gapoktan Lohjinawi menerima dana Bansos 
UPPO sebesar Rp 340.000.000, (tiga ratus empat puluh juta rupiah) melalui 
transfer rekening BNI nomor : 0222759421 di Bank BNI Cabang Pati 
berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 115621S/097/112 
tanggal 1 Juli 2011 dengan SPM nomor: 00130A/I/SPM/ 2011 tanggal 28 Juni 
2011.  
Kemudian Terdakwa selaku Ketua Gapoktan Lohjinawi yang 
mempunyai kewenangan untuk mencairkan rekening tabungan bersama dengan 
anggota yang bukan bendahara Kelompok yang bernama Sudarno mencairkan 
dana bantuan dari rekening Kelompok sebanyak 10 kali dengan total 
pengambilan senilai Rp 341.000.000, (tiga ratus empat puluh satu juta rupiah) 
termasuk dengan uang jasa/bunga Banknya. 
 
Tabel 5. Pencairan Dana Bantuan Sosial Unit Pengolah Pupuk Organik yang  
              dilakukan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Loh Jinawi. 
Pencairan Tanggal Jumlah (Rp) 
Tahap 1 07-09-2011 112.500.000 
Tahap 2 10-10-2011 15.000.000 
Tahap 3 21-10-2011 15.000.000 






Tahap 5 23-11-2011 10.000.000 
Tahap 6 14-12-2011 10.000.000 
Tahap 7 22-12-2011 60.000.000 
Tahap 8 24-01-2012 80.000.000 
Tahap 9 30-01-2012 20.000.000 
Tahap 10 10-04-2012 8.500.000 
 Jumlah 341.000.000 
 
 dan seluruh dana tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan 
bendahara kelompok. Dari dana bantuan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk 
membeli mesin alat pengolah pupuk organik senilai Rp 20.000.000, untuk 
membeli kendaraan roda tiga seharga Rp 18.150.000, untuk pembuatan kandang 
sapi, rumah kompos dan bak fermentasi senilai Rp 112.486.550, dan untuk 
pengadaan ternak sapi sebanyak 22 (dua puluh dua) ekor dengan jumlah harga 
Rp 115.750.000, sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp 266.386.550. 
Tabel 6. Rincian Pengelolaan DanaDana Bantuan Sosial Unit Pengolah Pupuk  
              Organik yang  dilakukan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)  
               Loh Jinawi. 
No Uraian Vol Jumlah (Rp) 
A. Pengadaan Alat dan Mesin :   
1. Mesin Alat Pengolah Pupuk 
Organik 
1 unit 20.000.000,00 






 Sub Jumlah A  38.150.000,00 
B. Pengadaan Kandang dan Ternak 
Sapi: 
  
1 Kandang Sapi, Rumah Kompos, 
Bak Fermentasi 
1 unit 112.486.550,00 
2. Pengadaan Ternak Sapi 22 ekor 115.750.000,00 
 Sub Jumlah B  228.236.550,00 
 Jumlah A + B  266.386.550,00 
 
sehingga masih ada sisa dana bantuan sebesar Rp 74.613.450, yang masih 
dikuasai Terdakwa. Dan dari 22 sapi yang telah dibeli tersebut kemudian 
Terdakwa yang seharusnya menyerahkan 22 ekor sapi tersebut untuk dipelihara 
oleh anggota Gabungan Kelompok Tani LOH JINAWI namun Terdakwa selaku 
Ketua Gabungan Kelompok Tani LOH JINAWI telah menyalahgunakan 
kewenangannya atau Kedudukannya dengan cara menyerahkan 22 ekor sapi 
tersebut secara “nggaduh” atau dititipkan ke peternak yang bukan sebagai 
anggota Gabungan Kelompok Tani LOH JINAWI dan dipelihara diluar kandang 
komunal yang telah dibuat, dan setelah itu juga ada 18 ekor sapi yang dijual 
kembali oleh para penggaduh/ peternak yang menerima titipan sapi dengan 
persetujuan terdakwa yang semuanya laku dengan harga Rp 95.000.000, 
(Sembilan puluh limajutarupiah) dan dari hasil penjualan 18 ekor sapi tersebut 
kemudian dibelikan 2 ekor sapi lagi dengan harga Rp 19.700.000, dan uang sisa 






sehingga Gapoktan Lohjinawi tinggal memiliki 6 ekor sapi yang masih dititipkan 
di peternak penggaduh. 
Selanjutnya pada tanggal 26 November 2011 pelaksanaan hasil 
pekerjaan tersebut oleh Terdakwa diserah-terimakan kepada Saksi 
Drh.SILVINUS P. SIBAHOKA M.M.selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati) sebagaimana 
tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Bansos Kegiatan 
Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor :520. Kegiatan program prasana dan 
sarana pertanian kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik Mendukung Pertanian 
Tanaman Pangan Tahun2011 dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 
Kementrian Pertanian yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Ketua Gapoktan 
Lohjinawi tersebut bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan 
Sosial yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 
Kementerian Pertanian RI Tahun 2011, yaitu antara lain pada: 
- Bab IV. Pembinaan dan Pengendalian Kegian Bantuan Sosial huruf A. 
Pembinaan: Bahwa pembinaan kegiatan bantuan social dilaksanakan oleh 
petugas secara berjenjang, mulai dari jajaran tingkat pusat, Dinas Lingkup 
Pertanian Provinsi, Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota dan sampai 
tingkat kecamatan/ lapangan (tim teknis atau coordinator lapangan). 
Pembinaan berupa bentuk pengawalan dan pendampingan menyangkut aspek 
teknis dan aspek adminitrasi, sehingga bantuan sosial dapat tercapat 
sasarannya. Sedangkan dalam kegiatan ini bisa terjadi adanya pemeliharaan 






sapi yang dijual sehingga tujuan pembuatan pupuk kompos  yang 
berkesinambungan  untuk mengatasi terjadinya resiko social seperti 
kekeringan, pengangguran dan kekurangan pangan serta kemiskinan tidak 
tercapai. 
- Bab IV Spesifikasi Teknis, angka4.1rumah kompos, huruf c kriteria penerima 
manfaat bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO dengan baik. 
- Bab V. Pelaksanaan Kegiatan pada angka 5.1 disebutkan bahwa mekanisme 
pelaksanaan kegiatan mengacu kepada pedoman umum bantuan social yang 
dikeluarkan Dirjen Prasanan dan Sarana Pertanian Tahun2011. Pencairan 
anggaran secara bertahap seusai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dengan 
system contra sign/ nota persetujuan Kepala Dinas Lingkup Pertanian 
Kabupaten / Kota setempat. Dan pada angka 5.3.c Petani / Kelompok Tani / 
Gapoktan bertanggung-jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO, serta 
menjamin keberlanjutan operasionalUPPO. 
Perbuatan terdakwa menggunakan bunga dari rekening Gapoktan Lohjinawi 
yang dipergunakan untuk menerima dana kegiatan Program Prasana dan Sarana 
Pertanian Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik Mendukung Pertanian 
Tanaman Pangan Tahun 2011 dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 
Kementrian Pertanian tersebut bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 
1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: 
- Pasal 24 Ayat (1): PemerintahPusat/ Daerah berhak memperoleh bunga dan / 
atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank Umum. 






merupakan pendapatan Negara/daerah. 
Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 
149.913.450, (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu 
empat ratus lima puluh rupiah) sebagaimana hasil penghitungan  kerugian 
Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan JawaTengah. Nomor : SR-
210/PW11/5.1/2017, tertanggal 26 April 2017. 
Atas perbuatannya Majelis hakim memberikan putusan kepada 
terdakwa pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta 
rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 
dan denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 
(dua) bulan. Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) a,b jo Pasal 
18 ayat (2) (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi. Majelis hakim menilai perbuatan yang dilakukan bermaksud 








B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 
39/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn Smg. 
Dasar pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
berdasarkan yang penulis peroleh dari putusan pengadilan Semarang nomor 
39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg. Yang pertama pertimbangan objektif, yang 
kedua subjektif dan yang ketiga pertimbangan lainnya. Menganai penjelasan 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana antara lain : 
1. Pertimbagan objektif. 
Pada pertimbangan ini Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan 
yang didakwakan dan unsur-unsurnya yang saling berkaitan dengan alat 
bukti. Karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan 
dakwaan subsidairitas, maka Majelis akan membuktkkan dakwaan primair 
terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim 
tidak akan membuktikan dakwaan selanjutnya, namun apabila dakwaan 
primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan 
subsidair. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair, melanggar 
Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) a,b jo pasal 18 ayat (2) (3) Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya 
sebagai berikut: 






Penuntut Umum dalam tuntutannya berpendapat untuk 
membuktikan unsur ”Setiap Orang” harus dibuktikan dulu unsur delik 
intinya. Karena unsur ” Setiap Orang” masih tergantung pada unsur-unsur 
lainnya maka inti unsur deliknya harus terpenuhi dan terbukti terlebih 
dahulu, selanjutnya baru dibuktikan unsur ” Setiap Orang ”. Oleh karena 
itu kami jaksa Penuntut Umum akan membuktikan inti unsur deliknya 
terlebih dahulu. pengertian “setiap orang”telah disebutkan dalam Pasal 1 
Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsiadalah orang perseorangan atau termasuk 
korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum 
dalam ketentuan undang undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum 
pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan 
pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang 
merupakan terjemahan dari kata Belanda “hij” dimana hal tersebut 
menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana 
Indonesia adalah natuurlijke person(manusia) yang hal tersebut dipertegas 
oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 
Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk 






Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 
Angka 1Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 
atas dasar pemahaman tersebut, setiap orang dalam arti orang 
perseorangan adalah natuurlijke person (manusia), siapa saja yang dapat 
menjadi subyek hukum pidana, dalam kasus ini ditujukan kepada 
terdakwa. 
“Setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang 
pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan 
jasmani maupun rohaninya saja, sehingga terdakwa dianggap dapat 
mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. 
Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar terdakwa 
sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh 
Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa 
dan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang 
dilakukannya. karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur 
pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur 
setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak 






terbukti bahwa strafbaarfeit telah diwujudkan oleh terdakwa dan 
strafbaarfeit mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti 
setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh 
Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan.  
Bila nantinya, strafbaarfeit terbukti diwujudkan oleh terdakwa, 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa tersebut dapat 
dipidana (strafbaarheid van de dader). berdasarkan fakta dipersidangan, 
Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa EDY MARYANTO S.E. 
Bin SUKARDI selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Loh 
Jinawi yang berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Tlogowungu, 
Kabupaten Pati, serta berdasarkan keterangan saksi saksi dan para 
Terdakwa dipersidangan, terbukti bahwa identitas para Terdakwa tersebut 
tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa para 
Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah 
melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum (subyek hukum yang dituju oleh norma hukum tindak pidana 
korupsi dalam Pasal 2Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan. 






kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang 
sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan 
dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan.  
Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat 
menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum 
dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang 
cacat dalam tubuh (gebrekkige ontwikkeling) dalam diri Terdakwa, yaitu 
orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya 
karena penyakit (ziekelijke storing) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa 
yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 
Ayat (1) KUHP. Secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab 
atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya Majelis berpendapat 
bahwa Terdakwa selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Loh 
Jinawi yang berada diDesa Sambirejo, Kecamatan Tlogowungu, 
Kabupaten Pati, adalah orang yang dimaksud dengan “Setiap 
Orang”dalam Pasal 2Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, sedangkan tentang perbuatan pidana yang 
didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan 
unsur-unsur selanjutnya. 






yang dimaksud dengan melawan hukum dari Pasal 2 Ayat (1) 
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsiadalah mencakup perbuatan melawan hukum baik secara formil 
maupun secara materiil. perbuatan melawan hukum formil adalah semua 
perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan melawan 
hukum materiil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa 
keadilan, kepatutan dalam masyarakat, kepentingan hukum yang 
dilidungi. didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 
tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsiyang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan 
dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat.  
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 
25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan 
Mahkamah Agung RI No.996K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 an. 






N0.1974K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran 
perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 
(1)Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Bahwa alasan-alasan Mahkamah Agung RI adalah, bahwa apabila 
penjelasan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang mengatur perbuatan melawan 
hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum 
menjadi tidak jelas rumusannya, sedangkan berdasarkan doktrin, hakim 
harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan 
Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, yang menentukan 
Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan Pasal 10 Ayat 
(1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Pengadilan tidak boleh menolak 
untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan 
dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, bahwa hakim dalam 






kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut 
diberlakukan pada kasus yang kongkrit.  
Sedangkan apabila kita memperhatikan undang-undang ternyata 
bagi kita undang-undang tesebut banyak menunjukkan kekurangannya, 
bahkan juga tidak jelas. tujuan diperluasnya unsur perbuatan “melawan 
hukum“ yang tidak saja dalam pengertian formil tetapi juga dalam 
pengertian materiil, adalah untuk mempermudah pembuktian 
dipersidangan, bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber 
hukum formil selain undang-undang, kebiasaan serta traktat yang dapat 
digunakan Mahkamah Agung dalam kasus kongkrit yang dihadapinya, 
yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil 
dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinannya konsistensi 
penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudah 
sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup 
dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta 
yang ada persidangan.  
Meskipun perbuatan Terdakwa Edy Maryanto S.E. bin Sukardi, 
tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman dalam 
melaksanakan tugasnya, namun demikian Terdakwa hanya bisa 
melakukan perbuatan tersebut karena adanya suatu kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 






selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Loh Jinawi. Dalam 
penjelasan resmi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsitersebut diketahui bahwa pengertian “secara 
melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut 
adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi 
semua perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang 
berlaku (hukum positif). oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur 
kedua “secara melawan hukum” tidak dapat diterapkan dalam perbuatan 
Terdakwa. 
Hakim menilai dalam dakwaan primer unsur yang kedua “ secara 
melawan hukum” tidak bisa diterapkan pada terdakwa sehingga dakwaan 
primernya tidak terpenuhi karena menurut hakim terdakwa terbukti 
melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus. Selanjutnya 
hakim menguraikan dakwaan subsidairnya, dalam dakwaan subsidairnya 
terdapat unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Unsur “setiap orang”. 
Terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam 
dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, 
dengan demikian unsur pertama “setiap orang“ telah terbukti dan terpenuhi 






b. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi”. 
Motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni 
untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan 
menguntungkan orang lain” atau untuk “tujuan menguntungkan suatu 
korporasi”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada 
perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam 
unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah 
terpenuhi.Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitugan Kerugian 
Keuangan Negara atas Dugaan tindak pidana Korupsi Penyimpangan 
Pengelolaan Dana Bantuan sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik 
(UPPO) pada Gapoktan Lohjinawi di Desa Sambirejo Kecamatan 
Tlogowungu Kab. Pati tahun anggaran 2011, Nomor : SR- 
210/PW11/5.1/2017, tertanggal 26 April. perbuatan Terdakwa tersebut 
telah nyata-nyata menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar 
Rp.149.913.450, (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga 
belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) karena Terdakwa dapat 
menggunakan uang tersebut dengan leluasa tanpa diketahui orang lain 
termasuk digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. 
c. Unsur ”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan”. 
pertimbangan Majelis Hakim tidak hanya menitik beratkan pada 






Sukardi, namun yang harus dipertimbangkan adalah apakah ada 
penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada para 
Terdakwa, karena jabatan ataukedudukannya. yang dimaksud dengan 
”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena 
kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau 
diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari 
diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.  
Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi tersebut, berdasarkan fakta persidangan telah terbukti 
benar Terdakwa Edy Maryanto S.E. bin Sukardi selaku Ketua Gabungan 
Kelompok Tani (Gapoktan) Loh Jinawi yang berada di Desa Sambirejo, 
Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati pada tanggal 23 Desember 2010, 
telah mengajukan proposal bantuan pengolahan pupuk organik kepada 
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati, 
dengan tujuan untuk memperoleh  bantuan pengembangan Unit Pengolah 
Pupuk Organik (UPPO) dari Kementrian Pertanian. 
d. Unsur“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. 
Yang dimaksud dengan ”merugikan” adalah menjadi rugi atau 
menjadi berkurang, sehingga ”merugikan keuangan Negara” adalah sama 
artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya 
keuangan Negara. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya 






“dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 
diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat”.  
Hal ini didasarkan pada salah satu pertimbangannya antara lain 
menyatakan bahwa “kerugian negara merupakan implikasi dari : 1). 
adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 
(1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidan 
2). Penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 3Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Berdasarkan hal tersebut, menurut mahkamah unsur merugikan keuangan 






dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk 
diterapkan dalam tindak pidanakorupsi”.  
Sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka telah terbukti benar 
Terdakwa Edy Maryanto, SE bin Sukardi selaku Ketua Gabungan 
Kelompok Tani (Gapoktan) Loh Jinawi, dengan tujuan menguntungkan 
diri sendiri, telah mengunakan peluang/kesempatan yang ada pada dirinya 
dalam mengelola dana bantuan program Unit Pengolah Pupuk Organik 
(UPPO) Tahun  2011 sehingga setelah dilakukan audit oleh BPKP 
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terhadap Pengelolaan Dana Bantuan 
sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada Gapoktan 
Lohjinawi di Desa Sambirejo Kecamatan Tlogowungu Kab. Pati terdapat 
selisih antara pencairan dana bantuan UPPO dan penggunaannya yang 
tidak dapat dipertanggung jawabkan Terdakwa sebesar Rp.149.913.450, 
(seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu empat 
ratus lima puluh rupiah) sebagaimana keterangan ahli Hartono, S.E., Akt. 
dan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitugan kerugian keuangan 
negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan dana 
bantuan sosial kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) pada 
Gapoktan Lohjinawi di DesaSambirejo Kecamatan Tlogowungu Kab. Pati 
tahun anggaran 2011, Nomor : SR- 210/PW11/5.1/2017, tertanggal 26 
April 2017. 






Pertimbangan Majelis Hakim mengenai keterngan saksi/ ahli dan alat 
bukti lainnya serta mengenai hal-hal yang memberatkan dan 
meringankan.Majelis Hakim pada pertimbangannya mempertimbangakan 
alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam persidangan penuntut 
umum menghadirkan 25 saksi yaitu 5 saksi diantaranya merupakan anggota 
kelompok Gapoktan Lohjinawi yang diketuai oleh saudara terdakwa. Para 
saksi tersebut menerangkan kesaksiannya tidak pernah dilibatkan dalam 
pengelolaan bantuan pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) 
dari Kementrian Pertanian. Dan 2 saksi lainnya yang berasl dari kelompok 
tani lainnya serta seorang buruh tani, dia menjelaskan bahwa selama ini tidak 
pernah adanya pertemuan kelompok tani dan tidak mengetahui banntua 
tersebut. 5 saksi lainnya sebagai penggaduh, adapun arti dari penggaduh 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengerjakan 
peternakan dengan sistem bagi hasil.  
Dari keterangan para penggaduh membenarkan bahwa terdakwa 
menitipkan dan menyuruh menjualkan sapi milik terdakwa, adapun uang hasil 
penjualan yang dilakukan penggaduh diberikan kepada terdakwa. 3 saksi juga 
dihadirkan dari penjual bibit sapi keterangannya terkait kelompok Gapoktan 
Lohjinawi pernah membeli bibit sapi kepada para saksi dengan tanpa 
kwintasi. Ke 5 (lima) saksi lainnya adalah para pemilik atau penjual toko 
bangunan terkait nota atau kwintasi yang ada, namun saksi berdalih bahwa 
para saksi tidak pernah melayani ataupun menjual kepada ds sambirejo. Saksi 






wilayah Pati.“Bahwa berdasarkan buku penjualan CV. Sakti Motor Bapoh 
pernah menjual1 (satu) unit Spm Roda 3 Viar, nomor rangka 
MGRVR15TABL003423, nomormesin YX161FMG 11004980 kepada Edy 
Maryanto pada tanggal 15Desember 2011 dengan harga Rp. 18.150.000, 
(delapan belas juta seratuslima puluh ribu rupiah) dibayar tunai”. Disertai 
dengan kwintasi.  
Selanjutnya Sudarno bin Sujono sebagai tenaga harian lepas/ tenaga 
bantu penyuluhpertanian Kec. Tlogowungu Kab. Pati yang memiliki tugas 
dan tanggungjawab membantu memecahkan masalah ditingkat petani tentang 
budi daya tanaman sebagai transfer teknologi.“Bahwa saksi diajak terdakwa 
Edy Maryanto untuk tanda tangan pencairan di Bank BNI 46 Cabang Pati 
seingat saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun masing-masing jumlah pencairan 
saksi lupa karena setelah pencairan yang membawa uangnya adalah terdakwa 
Edy Maryanto”.Saksi selanjutnya Edy Santoso S.P.,M.M bin Soekardi 
Sodirono sebagai PNS pada Dispertanak Kab.Pati dan jabatan saksi saat itu 
adalah Kabid Usaha Tani. “Bahwa saksi tidak ikut dalam tugas 
pendampingan kegiatan bansos program UPPO tahun anggaran 2011 yang 
dilaksanakan oleh Dispertanak Kab. Pati pada Gapoktan Lohjinawi Desa 
Sambirejo Kec.Tlogowungu Kab.Pati namun terkait kegiatan dimaksud saksi 
pernah diminta untuk ikut menandatangani Berita Aacara Pemeriksaan Hasil 
Pekerjaan Pengelolaan Bansos Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian , 







Kemudian saksi lainnya Suyudono, S.P. bin Sularto Sebagaimantri 
tani Kec. Tlogowungu Kab. Pati berdasarkan surat keputusan dari Kepala 
Dispertanak Kab. Pati nomor dan tanggal lupa tahun 1998. “Bahwa Program 
UPPO yang diberikan oleh pemerintah kepada Gapoktan Lohjinawi tidak 
berjalan sesuai dengan harapan karena sapi telah habis dijual dan tidak 
dibelikan lagi serta ada peralatan yang sudah beralih fungsi serta ketika 
Gapoktan Lohjinawi menjual bantuan sapi tersbut tidak seijin terlebih dahulu 
kepada Dispertanak Kab. Pati”. Lalu saksi selanjutnya Eriyanto, S.P., M.M. 
bin Siswo Suwarno sebagai Kasie alat mesin pertanian Dispertanak Kab. Pati 
sejak tahun 1997 s/d tahun 2013 dan menjabat sebagai Kepala Bidang 
Prasarana dan Sarana Pertanian Dispertanak Kab. Pati sejak tahun 2014 s/d 
sekaran.“Bahwa program UPPO yang diberikan oleh pemerintah kepada 
Gapoktan Lohjinawi tidak berjalan sesuai harapan dikarenakan Gapoktan 
Lohjinawi tidak bisa memproduksi pupuk organik dengan alasan sapi bantuan 
sudah habis dijual serta ada peralatan yang sudah beralih fungsi yang mana 
haltersebut dilakukan tidak ijin terlebih dahulu kepada Dispertanak Kab. 
Pati”. 
Ada juga saksi ahli yang dihadirkan, Saksi ahlinya adalah Hartono 
S.E. Akt.sebagai auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki 
kewenangan untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangannegara 
dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. Beliau menerangankan berdasarkan 






tahun anggaran 2011 pada Gapoktan Lohjinawi di DesaSambirejo, 
Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati telah mengakibatkankerugian 
keuangan negara. jumlah totalnya sebesar Rp.149.913.450 (seratus empat 
puluh sembilan juta sembilan ratus tigabelas ribu empat ratus lima puluh 
rupiah), terjadi pada kegiatan-kegiatan. Dengan didukung alat bukti lainnya 
berupa : 
a. DIPA Satuan Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan 
Kabupaten Pati kode Satker030932 Nomor DIPA 0566/018-
08.4.01/13/2011, tanggal 20 Desember 2010. 
b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Satuan Kerja Dinas Pertanian, 
Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pati kode Satker 030932 
Nomor SP2D : 115621S/097/112, tanggal 01 Juli 2011. 
c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar type 150 VR 150 3R, No.Pol. : K-
3509-BG, warna merah, tahun 2011, nomor rangka : 
MGRVR15TABL003423, nomor mesin : YX161FMG 11004980, beserta 
STNK atas namaEDY MARYANTO alamat Sambirejo 02/02 
Tlogowungu Pati dan BPKB nomor 06045053 I. 
d. 1 (satu) unit mesin APPO (alat pencacah pupuk organik) nomor mesin : 
RD85DIS BY0061 (dalam keadaan terpisah antara mesin dengan alat 
pencacah). 
e. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus (Taplus Kerjasama) nomor 
rekening : 0222759421 atas nama Gapoktan Lohjinawi Desa Sambirejo 






f. 1 (satu) buah stempel Gapoktan Lohjinawi Ds. Sambirejo Kec. 
Tlogowungu Kab. Pati. 
Dengan adanya alat bukti ini untuk menyakinkan Majelis Hakim dalam 
melakukan putusan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah melakukan 
perbuatan tersebut. Adapun hakim dalam hal ini juga menilai keadaan-
keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan. Antara lain : 
a. Keadaan-keadaan yang memberatkan. 
1) Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah 
yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi. 
2) Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang 
sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan 
meresahkan masyarakat. 
b. Keadaan-keadaan yang meringankan. 
1) Terdakwa berlaku sopan, tidak mempersulit jalannya persidangan, 
mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. 
2) Terdakwa belum pernah dihukum. 
3) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. 
3. Pertimbangan yang lainnya. 
Untuk memberikan takaran yang tepat Majelis hakim juga 
mempertimbangkan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat 
hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, 






makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim 
antara lain sebagai berikut: 
a. Pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain 
bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, 
disamping menjatuhkan pidana terhadap psychologishe dwang kepada 
masyarakat. 
b. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah). 
c. Merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 
dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman 
dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu 
sendiri. 
d. Merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan 
bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan 
kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu 
sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan 
kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa. 
e. Hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan 
pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa 






timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa 
mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. 
f. Dalam pembelaannya Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa 
memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-
ringannya. 
Dalam pertimbangan lainnya hakim juga menimbang pembelaan 
terdakwa guna menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pidana yang 
akan dijatuhkan kepada terdakwa serta melihat fakta-fakta yang terjadi 
didalam persidangan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta 
mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah 
dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi 
dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana 
bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini dapat menyadari kesalahannya. 
Selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi 
masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif, untuk 
















1. Bahwa berdasarkan proses pemidanaan, perbuatan terdakwa telah terbukti 
bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi  sebesar Rp 149.913.450, 
(seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus 
lima puluh rupiah) sebagaimana hasil penghitungan  kerugian Negara yang 
dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Tengah. Nomor : SR-
210/PW11/5.1/2017, tertanggal 26 April 2017. Dengan dikenakan Pasal 3 
Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Jo. Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa diancam 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000, (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah). 
Merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap 
Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal 
ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum 
itu sendiri. 
2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tedakwa pada 






yang didakwakan dan unsur-unsurnya dengan dikaitkan alat bukti yang bukti 
ada. Serta menilai secara subjektif dengan melihat alat bukti yang ada dengan 
menilai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan. Dan 
pertimbangan lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan 
keadilan sehingga dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara 
selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 
 
B. Saran 
Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana semaksimal mungkin ancaman 
yang sesuai dengan undang-undang sehingga dapat membuat efek jera bagi 
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